BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

Mengingat

—_

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

.bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana,
perlu melakukan peninjauan terhadap Peraturan Bupati Nomor
44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.Undang-Undang.....



Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016
Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 51);

8. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Nomor 44
Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
(Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 44),
diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Seksi Lembaga Adat dan Tradisi dipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi,
memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,
mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas
urusan lembaga adat, sastra dan tradisi.

(2) Kepala . . .



(2) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

(3)

a.

b.
C.

d.

penyusunan rencana kerja sesuai dengan Renstra
Dinas;

penyelenggaraan program dan kegiatan seksi;
penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan staf
dalam lingkup seksi; dan

pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

Rincian tugas Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebagai berikut :

a.

b.

menyusun rencana dan program kerja Seksi sesuai
Renstra Dinas;

menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan
jadwal pelaksanaan urusan lembaga adat, sastra dan
tradisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, agar pelaksanaan rencana kerja yang
disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk
kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan
pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana
diperjanjikan;

melaksanakan pembinaan dan peningkatan lembaga
adat;

melaksanakan pendataan/konservasi sastra;
melaksanakan pendataan dan pelestarian tradisi
daerah;

memberikan  pertimbangan/kajian teknis kepada
atasan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan  diseksi, serta mencari alternatif
pemecahannya;

memberi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

memberikan  petunjuk  kepada  bawahan agar
pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan
ketentuan berlaku;

menyelenggarakan sistem pengendalian intern;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor
dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan
pengembangan karier;

menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan
SOP dalam terkait dengan lembaga adat, sastra dan
tradisi;

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai tugas dan fungsinya; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada
atasan.

Pasalll . ..



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018 NOMOR 29



